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ABSTRAK

STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NOMOR
7/Pdt.P/2019/PN Cbn TENTANG DITOLAKNYA PERMOHONAN
PERUBAHAN JENIS KELAMIN

Dalam penelitian ini akan difokuskan kepada orang transeksual. Transeksual
merupakan bagian dari transgender tetapi yang membedakannya adalah
transeksual lebih sering mengubah bagian tubuh dan organ kelamin mereka
dibanding kebanyakan transgender lainnya. Perubahan jenis kelamin tentu
menimbulkan akibat hukum yaitu bergantinya status hukum jenis kelamin orang
tersebut yang berdampak pada hak-hak keperdataan seperti Hak menikah, Hak
yang terletak dalam hukum keluarga yaitu Hak dan kewajiban suami-istri dan Hak
administrasi terkait pencatatan dokumen resmi. Maka, harus terdapat kejelasan
status hukum bagi transeksual karena setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum. Dalam studi kasus ini terdapat subjek hukum yang mengajukan
permohonan perubahan nama dan jenis kelamin yaitu Theresia Wulandari, seorang
wanita yang telah melakukan operasi pergantian kelamin lalu mengajukan
permohonannya perubahan nama dan jenis kelamin namun hakim menolak
permohonan tersebut dimana seharusnya hakim mengabulkan permohonan
tersebut, maka dari itu terhadap penetapan tersebut Penulis melakukan penelitian
ini dengan menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji apakah
pertimbangan hukum penetapan permohonan perubahan jenis kelamin nomor
7/Pdt.P/2019/PN Cbn sudah tepat dalam menolak permohonan perubahan nama
dan jenis kelamin tersebut dan bagaimana status hak keperdataan pemohon seperti
Hak atas namanya dan Hak untuk melangsungkan perkawinan menurut rumusan
pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ditemukan
hasil bahwa pertimbangan hukum hakim tidak tepat.

Kata kunci : Pergantian kelamin, Transgender, Transeksual, Perkawinan,
Penetapan
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Keberadaan transgender dan transeksualisme di seluruh dunia masih
menjadi sebuah kontroversi, terlepas dari penolakan-penolakan tersebut,
eksistensi mereka harus tetap dilindungi atau diapresiasi karena terdapat hak asasi
manusia yang telah melekat pada diri mereka sebagai individu. Dalam kaitannya
dengan hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan karena eksistensinya sebagai
seorang manusia. Berawal dari legalitas keberadaan mereka di tengah struktur
masyarakat, selama mereka tidak diakui sebagai seorang individu utuh, maka akan
banyak terdapat stigma yang biasanya muncul dari penampilan atau cara mereka

bertingkah laku dan berkomunikasi.t

Di Indonesia, seiring berkembangnya zaman sudah tidak asing mendengar
kata transgender dan transsexual. Untuk mengetahui definisi dari kedua kata
tersebut, Thomas E. Bevan, selaku profesor di fakultas umum Institut Teknologi
Georgia dan mengajar psikologi’ dalam bukunya yang berjudul “Being
Transgender” mendefinisikan bahwa menjadi transgender itu menunjukkan
perilaku yang dapat diamati yang tidak sesuai dengan seks biologis yang telah
ditetapkan dan sesuai dengan kategori lainnya yaitu identitas gender yang mereka
rasakan. Perilaku ini termasuk crossdressing atau cross presentation dalam
kategori perilaku gender yang disukai atau ekspresi verbal gender atau identitas
gender. Penyajian meliputi pakaian, tingkah laku, bahasa, dan hal-hal lain yang
termasuk dalam kategori perilaku gender.®> Sementara kata transsexual
diperkenalkan oleh psikiater David Cauldwell dari bahasa Jerman ke Inggris pada
tahun 1949 dan dipopulerkan oleh seorang ahli endokrinologi yang merawat para
transeksual, Harry Benjamin. Orang transeksual adalah bagian dari orang
transgender yang mengubah tubuh mereka agar terlihat lebih seperti yang

! Klarisa & Budi Sampurna, Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Di Indonesia,
Pekanbaru, 15-17 Juli 2017 HIm 163

2 Oleh ABC CLIO, https://products.abc-clio.com/abc-cliocorporate/product.aspx?pc=A5119C
diakses pada hari Jumat pukul 02:16 WIB

3 Thomas E. Bevan, Being Transgender, Santa Barbara, California: Praeger, 2017. HIm 25




diharapkan orang dari presentasi gender mereka.*

Dalam penelitian ini akan difokuskan kepada orang transeksual.
Transeksual lebih sering mengubah bagian tubuh dan organ kelamin mereka
dibanding kebanyakan transgender lainnya. Alasan mengubah tubuh mereka
adalah untuk memenuhi ekspektasi budaya tentang jenis kelamin yang terkait
dengan jenis kelamin yang sesuai atau pilihan mereka.°Salah satu contohnya
transeksual pada pria yang kerap kali disebut waria, yaitu pria yang bersifat dan
bertingkah laku seperti wanita.°Waria mengubah tubuh mereka dengan
menggunakan hormon seks, operasi dan prosedur lainnya di bawah pengawasan
dokter medis dan ahli kesehatan mental. Hal tersebut merupakan proses transisi

seksual.’

Perubahan jenis kelamin menimbulkan akibat hukum yaitu bergantinya
status hukum orang tersebut yang berdampak pada hak-hak keperdataan seperti
hak kepribadian® yaitu Hak menikah di Indonesia yang berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam pasal 1
dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri, Hak yang terletak dalam hukum keluarga yaitu
hak dan kewajiban suami- istri, Hak waris dalam hukum Islam yang mengatur
secara khusus terkait bagian untuk pihak pria dan wanita dan Hak administrasi
terkait pencatatan dokumen resmi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, harus
terdapat kejelasan status hukum bagi transeksual karena setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum dan setiap orang memiliki hak untuk diakui sebagai
pribadi di hadapan hukum® oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan

41d. HIm 21

51d. HIm 26

6 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/waria diakses pada hari Jumat pukul 05:13
WIB

" Bevan, supra note no 3, him 26

8 Djaja Sembiring Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Keluarga,
Bandung: Nuansa Aulia, 2015 HIm 20

9 Undang-Undang Dasar R.I Tahun 1945, Pasal 28 D dan 28 |




pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa

Penting yang dialami Penduduk.®

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berisi
pengaturan yang diantaranya bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan
kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan
dan peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk. Hal ini juga berlaku pada
transeksual yang berada di Indonesia karena mereka berhak untuk diakui,
diberikan kepastian hukum terhadap status hukumnya dan berhak memperoleh
dokumen kependudukan.!' Terdapat pengaturan yang menyinggung tentang
permohonan perubahan jenis kelamin yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang
Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat
Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah
adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap ™

Penjelasan dari pasal tersebut adalah “Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting
lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan
pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”'? Hal ini berarti
semua orang maupun transgender dan transeksual yang ingin mengubah status
hukum jenis kelaminnya harus melalui pengadilan terlebih dahulu untuk
mendapatkan penetapan pengadilan. Meskipun aturan terkait perubahan jenis
kelamin belum diatur secara khusus, pengadilan tidak boleh menolak untuk
memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya®®

10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, Buku Pintar Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten,
https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/buku-pintar-administrasi-kependudukan-kesatu-
tahun-2016 yang diakses pada hari Sabtu pukul 21:00 WIB

1 Fulthoni dkk, Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan, Jakarta: The Indonesian Legal
Resource Center (ILRC), Oktober 2009, HIm 4

12 penjelasan Undang-Undang R.1, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

13 Undang-Undang R.I, Nomor 28 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman Pasal 10




dan hakim selaku penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

Dalam kasus posisi studi kasus ini subjek hukum yang mengajukan
permohonan perubahan jenis kelamin yaitu Theresia Wulandari, seorang wanita
yang setelah melakukan pemeriksaan sebanyak dua kali oleh psikiater Jakarta dan
dua psikiater Thailand, pemohon di diagnosis Harry Benjamine Syndrome. la telah
melakukan operasi angkat rahim, ovarium, payudara dan pergantian kelamin serta
menyuntik hormon. Setelah itu, pemohon mengajukan permohonan perubahan
nama dan jenis kelamin tetapi hakim menolak permohonan tersebut dengan
pertimbangan yang diantaranya adalah untuk menjaga keseimbangan nilai-nilai
moral yang hidup dalam masyarakat dan guna mencegah terjadinya pembelokan
nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat serta bahwa secara sosiologi masyarakat
Indonesia yang percaya akan adanya Tuhan, ketika jiwa beridentitas sebagai laki-
laki sedangkan pada raga menunjukkan sebagai perempuan, hal demikian bukan
berarti serta merta sebagai dasar untuk mengajukan perubahan kelamin, yang
mana hal itu adalah anugerah yang Maha Kuasa. Kondisi dimana pemohon yang
telah melakukan operasi penggantian kelamin tetapi tidak mendapatkan penetapan
pengadilan tentu akan menimbulkan permasalahan oleh karena pemohon tidak
mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil
serta mendapat kepastian hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-
Undang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan penetapan tersebut, dengan ditolaknya
permohonan Theresia Wulandari perlu dikaji terkait sudah tepatkah pertimbangan

hakim untuk menolak permohonan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis akan melakukan
penelitian tersebut yang berjudul :

“STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NOMOR
7/Pdt.P/2019/PN Cbn TENTANG DITOLAKNYA PERMOHONAN
PERUBAHAN JENIS KELAMIN”

14 Undang-Undang R.I, Nomor 28 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman Pasal 5
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